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TAJUK

Itu adalah konektivitas internet 
pita lebar atau jalur lebar yang 
mampu melakukan transmisi data 

berkecepatan tinggi. Layanan terse­
but bisa digunakan untuk berbagai 
moda angkutan darat, laut dan udara 
serta untuk infrastruktur transportasi 
seperti jalan tol, stasiun kereta api, 
pelabuhan, dan bandara.

Dalam kesempatan libur Le­
baran saat ini, para pemudik sangat 
membutuhkan layanan broadband 
untuk konektivitas supercepat, 
berupa akses internet melalui Wifi 
di tempat­tempat tertentu di pinggir 
jalan tol (rest area). Fi.id pada rest 
area atau tempat­tempet tertentu di 
pinggir jalan tol. Layanan broadband 
highway sangat penting jalur­jalur tol 
yang mengandung sejumlah ken­
dapa teknis dan nonteknios seperti 
jalan Tol Cikopo­Palimanan (Cipali) 
sepanjang 116,7 km yang mengan­
dung sejumlah kendala teknis dan 
nonteknis.

Adanya layanan broadband bisa 
mengatasi persoalan darurat yang 
tiba­tiba muncul dan bisa juga 
mencegah kasus kecelakaan. Apa­
lagi faktor human error menjadi 
penyebab utama kecelakan di jalan 
tol. Hal ini karena para pengemudi 
belum mampu beradaptasi dan te­
ledor karena terlalu asyik memacu 
kendaraannya.

Informasi dan Komunikasi 
Pengguna jalan tol membutuh­

kan sistem informasi yang bisa 
diakses dengan smart handphone 
atau perangkat mobile lainnya. Pada 
prinsipnya sistem informasi jalan tol 
adalah suatu fasilitas kegiatan yang 
berkaitan dengan transaksi tol beru­
pa proses pelayanan kepada pemakai 
jalan, kontrol atas pelaksana an 
transaksi, proses pengadministra­
sian pendapatan tol serta proses 
lain yang terkait dengan pemberian 
informasi secara online.

Broadband juga sangat menunjang 
sistem informasi stasiun pengisian 
bahan bakar umum (SPBU) di jalan 
tol. Hal ini diperlukan untuk meng­
etahui pola konsumsi dan kebutu­
han bahan bakar minyak (BBM) 
ken daraan bermotor yang melin­
tasi jalan tol. Apalagi infrastruktur 
transportasi dan manajemen lalu 
lintas yang belum baik semakin 
sulit membuat pola konsumsi BBM 
kendaraan bermotor. Pola konsumsi 
tersebut bisa menjadi turbulen kare­
na berbagai faktor seperti misalnya 
masalah kemacetan.

Contoh lain sistem informasi jalan 
tol yang cukup membantu adalah 
highway traffic Indonesian. Aplikasi 
berbasis android itu berfungsi untuk 
mengetahui keadaan lalu lintas tol, 
apakah terjadi kepadatan ataupun 
ada kecelakaan dan sebagainya 
secara tepat dan akurat. Dengan 
adanya aplikasi ini, kemacetan 
berjam­jam bisa dihindari oleh peng­
guna jalan tol.

Sistem informasi dan komunikasi 
untuk setiap ruas jalan tol sebaik­
nya dibuat oleh pengelola jalan tol. 

Fakta menunjukkan bahwa kondisi 
ruas jalan tol yang relatif panjang 
mengandung risiko keselamatan 
yang sangat riskan. Fakta tersebut 
diambil dari survei dan kajian ter­
hadap kasus­kasus kecelakaan di 
ruas Tol Jagorawi yang panjangnya 
46 km dan ruas Tol Cikampek yang 
memiliki panjang 73 km.

Ruas jalan tol yang panjang me­
merlukan sistem informasi yang mu­
dah diakses publik melalui sistem 
layanan elektronik dan dilengkapi 
dengan radio siaran, baik radio si­
aran secara online maupun radio 
siaran konvensional. Perlu berbagai 
aplikasi berbasis android atau smart-
phone untuk menunjang kegiatan 
jalan tol. Sistem infromasi tersebut 
idealnya bisa terintegrasi dengan 
sosial media seperti facebook dan 
twitter. Aplikasi memiliki beberapa 
menu yang memudahkan peng­
gunanya untuk mengetahui infor­
masi lalu lintas secara real time dan 
menampilkan batas kecepatan laju 
kendaraan. Ini juga memungkinkan 
pengguna untuk melihat peta untuk 
perjalanan dan bisa diakses dalam 
posisi offline.

Aplikasi juga bisa merekomendasi­
kan tentang rest area dan destinasi 
wisata terdekat yang bisa dikunjungi. 
Aplikasi sebaiknya juga dilengkapi 
dengan menu pantauan arus lalu 
lintas yang akan dilalui dengan 
video streaming yang menampilkan 
kondisi jalan secara real time. Video 
streaming di aplikasi berasal dari pan­
tauan CCTV milik traffic management 
center (TMC) pengelola jalan tol atau 
milik kepolisian.

Saat kepadatan di pintu jalan tol 
mencapai puncaknya, perlu fungsi 
koordinasi dan inovasi teknologi 
terkait dengan sistem arus lalu 
lintas. Antrean di pintu masuk mau­
pun di dalam jalan tol sebenarnya 
bukan hanya disebabkan kelalaian 
petugas lapangan dan buruknya 
kontrol manajemen. Namun, ka­
rena pe ngelola jalan tol masih gagal 
menerapkan standar pelayanan 
yang baik dan minimnya koordinasi 
dengan pemerintah daerah terkait 
dengan pengembangan infrastruk­
tur transportasi.

Tidak bisa dimungkiri, pada saat 
ini pengelola jalan tol sering menda­
pat tuntutan publik. Untuk itu para 
pengelola perlu mencari sistem yang 
tepat dalam melakukan pelayanan 
dan pemeliharaan jalan tol sehingga 

memenuhi standar pelayanan mini­
mal (SPM) serta dengan biaya semi­
nimal mungkin. Selama ini aspirasi 
konsumen yang meminta pengelola 
jalan tol untuk memenuhi standar 
pelayanan minimal masih sering 
terabaikan.

Budaya Preventive Maintenance 
Pengelola ruas jalan tol kebanyak­

an belum bekerja efektif. Untuk itu 
perlu sistem informasi online yang 
terpadu dengan lembaga lain dan 
bisa diakses oleh publik. Selain 
masalah pelayanan di pintu­pintu 
jalan tol, ada juga masalah yang tidak 
kalah menyebalkan bagi konsumen 
jalan tol, yakni belum adanya budaya 
preventive maintenance yang baik 
di dalam unit organisasi pengelola 
jalan tol.

Sebaiknya budaya tersebut juga 
menjadi faktor penting untuk men­
capai standar mutu. Budaya tersebut 
juga harus mengakomodasi usulan 
dan temuan publik terhadap ketidak­
beresan pada lintasan jalan tol. 
Ini seperti adanya kerusakan dini 
yang terjadi pada lapis konstruksi 
jalan. Masih banyaknya lubang di 
permukaan jalan mengindikasikan 
adanya permasalahan serius saat 
pembangunan konstruksi jalan tol 
dan prosedur pemeliharaan yang 
belum sempurna.

Kualitas mutu pelayanan jalan tol 
sangat ditentukan oleh kinerja unit 
pelaksanaan di lapangan. Unit pelak­
sana tersebut terdiri atas tiga pihak 
yakni pihak proyek pemeliharaan 
dan peningkatan jalan tol, konsultan, 
dan kontraktor. Sinergi tiga pihak 
tersebut akan semakin baik jika 
disertai dengan partisipasi kritis 
dari publik yang peduli terhadap 
pencapaian mutu dan pemeliharaan 
jalan tol.

Apalagi hingga kini harapan pu­
blik untuk memperoleh pelayanan 
dan kualitas konstruksi infrastruk­
tur jalan tol yang sesuai dengan 
standar mutu belum terpenuhi. 
Masih banyak kasus seperti jalan 
ambles dan bergelombang yang 
mengakibatkan seringnya terjadi 
kecelakaan.
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Perlambatan ekonomi saat ini bu­
kanlah sesuatu yang mengerikan. 
Ekonomi Indonesia masih oke, 

dengan semua pihak, baik otoritas fiskal 
maupun moneter, sama­sama menjaga. 
Pemerintah juga berkomitmen segera 
merealisasikan pembangunan infrastruk­
tur besar­besaran untuk menggerakkan 
ekonomi, seperti jalur kereta api cepat, 
pelabuhan, dan jalan tol. Asing pun masih 
percaya dengan prospek ekonomi kita, 
termasuk Pemerintah Jepang dan Tiong­
kok yang kini memperebutkan proyek 
kereta api cepat Jakarta­Bandung. 

Dalam pertemuan dengan kalangan 
dunia usaha dan ekonom, Presiden Joko 
Widodo menyatakan tekadnya untuk 
memacu penyerapan belanja modal mulai 
kuartal­kuartal mendatang. Selain itu, 
pemerintah akan menarik lebih banyak 
dana asing untuk investasi infrastruktur. 
Stimulus ini diharapkan mendorong 
ekonomi hingga 0,3% tahun ini dan 1% 
tahun depan, agar pertumbuhan tetap 
melaju di atas 5% pada 2015 dan bertam­
bah tinggi ke depan. 

Di sela rangkaian acara Konferensi 
Asia Afrika (KAA) April lalu, Jokowi 
menagih janji Presiden Xi Jin Ping untuk 
segera merealisasikan pembangunan 
kereta cepat Jakarta­Bandung. Pemba­
ngunan jalur kereta yang memakan 
waktu lima tahun ini diharapkan mulai 
dibangun pada 2015. 

Tak mau ketinggalan, utusan khu­
sus perdana menteri Jepang segera 
datang menemui Jokowi, Jumat pekan 
lalu. Bergerak cepat, Jokowi langsung 
menggelar rapat terbatas Kabinet Kerja 
untuk membahas rencana pemerintah 
membangun kereta api (KA) cepat di In­
donesia. Beauty contest akan digelar guna 
memilih mitra terbaik untuk partner joint 
venture dalam proyek yang akan dikerja­
kan bersama pihak BUMN Indonesia itu.

Secara keseluruhan, untuk mem biayai 
target pembangunan infrastruktur Indo­
nesia periode 2015­2019, total dana in­
vestasi yang dibutuhkan sekitar Rp 5.500 
triliun. Dana ini mencakup peruntukan 
pembangunan jalan, jalur kereta api, 
transportasi kota, perhubungan darat 
yang lain, pelabuhan, bandara, ketena­
galistrikan, migas, teknologi komunikasi 
dan informasi, sumber daya air, jaringan 
air minum dan limbah, serta perumahan. 
Namun, pemerintah maupun BUMN 
diperkirakan hanya mampu menyediakan 
sebagian dana tersebut, sehingga ke­
mampuan menarik peran serta swasta 
sangat menentukan dalam pembangunan 
infrastruktur.

Oleh karena itu, pemerintah perlu 
menarik dan membuat kerasan investor 
penting seperti Jepang dan Tingkok, 
yang memiliki dana besar untuk diin­
vestasikan di luar negeri. Jepang yang 
infrastruktur di negerinya sudah diban­
gun dengan baik dan kini ekonominya 
lesu, membutuhkan tempat investasi 
yang menarik seperti Indonesia. Selain 
pertumbuhan ekonomi RI masih bisa 
digenjot di atas 5%, puluhan juta kelas 
menengah kita yang terus bertambah 
juga menjadi daya tarik. 

Jepang yang sudah banyak menanam 
invetasinya di Indonesia selama puluhan 
tahun, memiliki dana besar dan teknologi 
kelas dunia. Jika infrastruktur di negeri 
ini dibangun bagus, Jepang dipasti­
kan mau menambah investasinya atau 
merelokasi industrinya ke sini. Terbuka 
peluang pula Indonesia dijadikan basis 

produksi ekspor prinsipal Jepang di 
Asean maupun Asia. 

Selain Jepang, Tiongkok pun sama­
sama penting untuk ditarik bermitra 
dengan BUMN dalam pembangunan 
infrastruktur kita. RRT yang merupa­
kan ekonomi terbesar kedua dunia ini 
memiliki uang banyak dan mulai agresif 
menanamkan modal di proyek­proyek 
infrastruktur di berbagai negara. Tiong­
kok berpeluang besar mau mendanai 
proyek­proyek infrastruktur di Indonesia, 
yang berikutnya akan membuka jalan 
investasinya di sektor industri mengingat 
RI kaya bahan mentah.

Karena sangat strategisnya investasi 
infrastruktur ini, sebagai ujian pertama, 
pemerintahan Jokowi harus memasti­
kan beauty contest untuk proyek kereta 
api dilakukan dengan transparan dan 
akuntabel, sehingga tidak ada investor 
yang diperlakukan tidak adil. Investor 
yang belum terpilih pun masih bisa 
mengerjakan proyek infrastr uktur 
lain yang tak kalah menarik. Jalinan 
kemitraan dengan banyak pihak akan 
memperkuat Indonesia dan sekaligus 
menghindari ketergantungan tinggi 
pada satu pihak saja. 

Untuk itu, Pemerintah Jokowi harus 
segera memberikan kepastian hukum 
yang kuat dan memangkas semua ken­
dala yang membelit pembangunan in­
frastruktur kita. Untuk menunjukkan 
kesungguhan komitmen dalam revolusi 
pembangunan infrastruktur ini, pemer­
intah pertama­tama harus membentuk 
badan pembangunan infrastruktur yang 
langsung dikomandoi Presiden. Badan 
inilah yang bisa diharapkan memecah 
kebuntuan perizinan yang sangat lama dan 
rumit, serta sulitnya pembebasan lahan. 

Badan khusus itu harus memiliki 
kewenangan yang kuat, proaktif, dan 
didukung pendanaan cukup. Selain ber­
tugas melakukan koordinasi antarkemen­
terian/lembaga, mereka juga harus bisa 
menggandeng dan mengajak serta peran 
pemerintah daerah. Koordinasi ini harus 
bermuara pada dua solusi utama, yakni 
perizinan satu pintu dalam waktu cepat 
misalnya satu bulan, serta kepastian 
pembebasan lahan misalnya enam bulan. 

Selain itu, pemerintah juga harus 
memperkuat pendanaan BUMN yang 
tugasnya terkait dengan pembangunan 
infrastruktur nasional. Pemerintah harus 
memperbesar penanaman modal negara 
(PMN) ke BUMN karya maupun bank 
BUMN, ketimbang anggaran infrastruk­
tur yang sekitar Rp 293 triliun dalam 
APBNP 2015 disalurkan lewat kemen­
terian. Hingga semester I­2015, masih 
sangat sedikit dana penting ini yang bisa 
diserap, sehingga pertumbuhan ekonomi 
melambat.

Pemerintah setidaknya perlu menyun­
tik 4 BUMN karya dengan total PMN Rp 
40 triliun, agar bisa memperoleh kredit 
sehingga tersedia tambahan dana in­
frastruktur Rp 133 triliun. Ini mengingat 
70% proyek bisa didanai dari kredit. Dana 
lebih besar bisa diperoleh jika 4 bank 
BUMN mendapat PMN. Jika total PMN 
Rp 40 triliun, bank pelat merah ini bisa 
memberikan kredit sepuluh kali lipatnya 
atau Rp 400 triliun. 

Tersedianya dana infrastruktur yang 
besar dan iklim usaha yang baik ini ten­
tunya akan mengakselerasi pertumbuhan 
ekonomi ke depan. Investasi industri dan 
jasa pun berikutnya berlomba­lomba 
masuk. n

SURAT PeMBACA

Audit BPK dan 
Pilkada Serentak

BADAN Pemeriksa Keuangan 
(BPK) resmi menyerahkan hasil au­
dit kinerja Komisi Pemilihan Umum 
kepada DPR RI, Senin (13/7). Ba nyak 
temuan BPK yang menunjukkan 

adanya penyimpangan uang negara 
mencapai ratusan miliaran rupiah. 
Penyimpangan tersebut dibagi dalam 
tujuh kategori, yakni: indikasi keru­
gian negara, potensi kerugian negara, 
kekurangan penerimaan, pemborosan, 
yang tidak diyakini kewajarannya, dan 
lebih pungutan pajak.

Dengan ditemukannya penyimpang­

an tersebut di atas, banyak pihak yang 
sangat meragukan, mampukah KPU 
menggelar pilkada serentak yang 
mulai digelar Desember tahun ini? 
Tak sedikit pihak yang mengusulkan 
agar pilkada serentak ditunda sampai 
semua hasil audit BPK tersebut bisa 
dipertanggung jawabkan KPU.

Namun, usulan terakhir ini tentu 

sangat berisiko. Pilkada serentak 
adalah agenda nasional yang harus 
dijalankan. Ini menyakut sirkulasi 
kepemimpinan daerah yang bila di­
hentikan – meski sementara – akan 
mengganggu seluruh proses pilkada 
serentak tersebut. Karena itu, pe­
nyelenggaraan pilkada harus tetap 
berlangsung. Jadwal pilkada tak boleh 

dimundurkan.
Sebaliknya, apabila hasil audit BPK 

benar­benar menunjukkan adanya 
indikasi korupsi, siapa pun harus 
diproses hukum, tak terkecuali. Tapi, 
sekali lagi, semua temuan itu harus 
bisa dibuktikan secara hukum, bukan 
atas dasar asumsi atau perkiraan atau 
dugaan.

Kita harapkan hasil audit BPK segera 
ditindaklanjuti. Tapi, di sisi lain, kita 
juga sangat mengharapkan hasil audit 
tersebut tidak boleh “menjegal” agenda 
nasional yang namanya pilkada. 

Wawan
Jl Dewi Sartika, Gg Salak
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 Operator jasa 
telekomunikasi 
jangan hanya sibuk 
membenahi jaringan, 
seperti menambah base 
transceiver station (BTS) 
dan menempatkan 
mobile base station di area 
tertentu di saat hari 
besar mudik Lebaran. 
Operator perlu juga 
menyediakan layanan 
broadband.


